PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA
KABUPATEN LEBONG TAHUN
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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

BUPATI LEBONG,

Pengelolaan Keuangan
Bendahara Umum Daer

gan sebagaimana dimaksud

bahwa berdasarkan pertimban
dengan Keputusan

pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
Bupati.

1967 tentang Pembentukan
Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Provinsi Bengkulu (Lembaran
Tahun 1967 Nomor 19, Tambah
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);
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>
£ O, Lfn(lmlp:-Umiung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun H011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nepara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N'c;z;am

Republik Indonesia Nomor 5234), schagaimana telah diubah
i v » ,

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Pcrun(lnng-Undangaﬁn
(Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 T
Daerah (Lembaran Negara
Nomor 244, Tambahan Lembaran | |
Nomor 5587), sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1'4
~ tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ,

Republik Indonesia Nomor 5679); |

Republik Indonesia Tahun 2()1.4 i
Negara Republik [ndonesia l

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagail
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daera}‘i
Kepadg DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693,);

k1 Peraturgn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Pembgglan Urusan Pemerintahan  Antara F'emerint{a\*"’rl}lg
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan D dh,
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoieersia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambah _
Indonesia Nomor 4737); an Lembaran Negara Republik

12. Peraturan Pemerintah No
| ‘ mor 71 Tahun 2010 tentang S
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara gRetpaStEil?lz

[ndonesia Tahun 2010 N
_ omor 123,
Negara Republik Indonesia Nomor 5165)‘Tambahan cmoaray




1, '
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

p
T;;‘lﬂngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonegia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Nomor 13 Tahun 2006

n Daerah, sebagaimana
Peraturan Menterl
Perubahan Kedua
13 Tahun 2006
Berita Negara

15. Peraturan Menteri Dalam Neger!
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
atas Peraturan Menterl Dalam Negeri NomoT
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2019

m Daerah (Berita Negara

036) sebagaimanad
: Dalam Negerl Nomor

R
TR 120 Tahun 2018 tentang Perubahan A
b Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka_n
Berita Negara Republik Indonesia

Produk Hukum Daerah |
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabup
tentang Pembentukan
(Lembaran Daerah Kabupa

18, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor S Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2019 Nomor 9),

19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong;

20. I1;3'era_t1,1ran Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tenta
enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s
Anggaran 2020. craf Tahun




MEMUTUSKAN:

‘venetapkan
menetapkan f{lzl;UNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD}
UPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU 1 .
Menunjuk nama berikut:
I. Nama . RISWAN EFENDI, MM
Nip . 19741007 200604 1 002
Pangkat/ Golongan : Penala Tk.l / lll.d
Jabatan . Kepala Bidang Anggaran Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
2. Nama RAPINALA, M.Ak
Nip . 19830620 200903 1 007
Pangkat/ Golongan @ Penata Tk.1 / 1.d
Jab?lun . Kepala Bidang Perbendaharaarl dan Kas
Daerah Badan Keuangall Daerah
Kabupaten Lebong.
bupaten
' ] Badan Keuangall Daerah Ka
KEDUA . 1. Kepala Bidang Anggarafl a S ETUM (BSATU bertugas

Lebong sebagaimana dimaksud pada

menyiapkan Anggararl Kas;

' an S redi Dana;
menyiapkan Surat Peny ediaan - |
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan Kekayaan Daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dap pengeluararn AF‘ED
oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjux,

mengusahakan dan mengatur dana yang

pelaksanaan APBD;

[ menyimpan uang daerah; -
o. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengeio a/
menatausahakan Investasi Daerah;

h. melaksanakan pemberian pinjam

\\H 2
L . B b
N ¢

A

an atas nama Pemerintah

. melakukan Pengelolaan utang d
1,
n Kas Daerah Badan Keuangan

2. Kepala Bidang Perbendaharaan da
pada Diktum

Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud

KESATU bertugas:
o menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan Kekayaan Daerah;

c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

e. menyimpan uang daerah;

f. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan Investasi Daerah;

g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

] per‘llgﬁuna 1nggaran alas beban rekening Kas Umum Daerah;

. melaksanakan pemberie N | -

ey P erian  pinjaman atas nama Pemerintah

L melakukan Pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

J. melakukan penagihan piutang daerah. |




- KEEMPAT

sTIGA
4 Kuasa Be

b atas pelaksanaal
tugasny s

Ndahara Umum bertanggung Jjaw
bupaten Lebong.

a kepada Bendahara Umum Daerah Ka

SFgHIa biaya yang timbul akibat ditetapkan keput

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januarl 2%_212
sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan fapakln
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 1ni axa

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubel |
pada tanggal 6 Januari 2020

A BUPATI LEBONG,f
Pl =
57

)
H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.

2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman.
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